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Pembangunan Kantor Disdikpora Belum Dilelang 

 

   

Sumber gambar :TribunKaltim.co  Rabu,24/04/2024 

 

Penyelesaian Dikhawatirkan Tak Bisa Tepat Waktu 

PENAJAM, TRIBUN – Pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga dimulai. 

Padahal, administrasi yang dibutuhkan sudah dilengkapi Disdikpora dan diserahkan ke 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPU sejak Maret 2024.  

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Syamsul Adha 

mengatakan, sebulan berlalu namun Pokja ULP belum menaikkannya ke proses lelang. 

Jika semakin lama, maka dikhawatirkan pekerjaan akan dimulai terlalu lambat sehingga 

berpotensi mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.  

“Belum dapat informasi kapan bisa dilelang. Kami berharap bisa segera dilaksanakan 

proses pelelangannya, karena semakin lama maka waktu semakin sempit 

pelaksanaannya,” ungkapnya Selasa (23/4).  

Sebelumnya ditargetkan pekerjaan sudah dimulai sejak saat ini. Sebab jika tidak ada 

kendala dari cuaca hingga pengiriman material, maka bisa diselesikan dalam kurun 

waktu 7 bulan, atau sebelum Desember 2024 ini. 

“Kami masih bisa optimis untuk bisa selesai, proses pekerjaannya bisa 7 bulan,” 

sambungnya. 

Kantor Disdikpora PPU yang akan dibangun terdiri dari dua lantai, dengan tipe 

bangunan B. Anggaran yang digelontorkan yakni Rp15 miliar. (taa) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Sumber berita:  

1. TribunKaltim, Pembangunan Kantor Disdikpora Belum Dilelang, 24/04/24 
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Catatan: 

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  

Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang  Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018), bahwa bangunan gedung negara 

adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik 

negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari 

dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah. 

2. Dalam Pasal 3 Permen PUPR 22/2018 diatur bahwa setiap bangunan gedung 

negara harus memenuhi persyaratan:  

a. administratif; dan  

b. teknis. 

 

   


